BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah,

terjangkau, nyaman dan aman;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dapat

menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu;

bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik
secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah
dengan instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah dan swasta dalam I (satu) tempat

berupa mal pelayanan publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Operasionalisasi

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam



Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1573);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun
2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPERASIONALISASI
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Trenggalek.
Bupati adalah Bupati Trenggalek.

Perangkat  Daerah  Kabupaten Trenggalek yang
selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan



10.

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Trenggalek.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP
adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan
oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1
(satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan,
kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan

pelayanan.

Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari

penyelenggara Pelayanan Publik di MPP.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan
Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap
orang yang bekerja di dalam organisasi Penyelenggara
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian

tindakan Pelayanan Publik.



Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP:

a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan
kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan
keamanan pelayanan; dan

b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan

berusaha.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 3

MPP diselenggarakan di kompleks gedung Dinas atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan
Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
a. pelayanan langsung;
b. pelayanan secara elektronik;
pelayanan mandiri; dan/atau

d. pelayanan bergerak.

(2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam
bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima

pelayanan secara tatap muka.

(3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan

dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima



pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi.

(4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh
penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas

perangkat yang tersedia.

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh
Penyelenggara MPP dan atau Gerai Pelayanan untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan

menggunakan sarana transportasi.

Bagian Ketiga
Pelayanan pada MPP
Pasal 5

(1) Pelayanan Publik pada MPP terdiri atas:
a. pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh
masyarakat setempat; dan/atau
b. pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi

masyarakat.

(2) Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP meliputi:

a. Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau

b. Pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 6

(1) Penyelenggara layanan yang berasal dari Perangkat
Daerah dan jenis layanan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(2) Penyelenggara layanan yang berasal dari pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, badan usaha milik negara,



(3)

(1)
(2)

(3)

badan wusaha milik daerah, dan/atau pihak swasta

difasilitasi oleh Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggara
layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggara MPP
Pasal 7

Penyelenggara MPP yaitu Dinas secara ex-officio.

Sebagai penyelenggara MPP, Dinas mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan

penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang
pelayanan;

b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam
penyelenggaraan MPP;

c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi
keseluruhan pelayanan dalam MPP;

d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai
dengan standar pelayanan;

e. penyediaan tata tertib;

f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan
penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi
atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan
pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan
MPP; dan

g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pada Cafe Pelayanan Publik
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 20)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI TRENGGALEK,

TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 20 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

TTD
EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004



